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) KETUA DPR JADI TERSANGKA

JAKARTA — Hak imunitas anggota DPR yang dijadikan
sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan dari

aparat penegak hukum tidak berlaku untuk kasus yang
ferkait dengan tindak pidana korupsi.

Lingga S. Wiangga & John A, Oktaveri
redaksi@bisnis.com

Ahli hukum tata negara Refly Harun
mengatakan bahwa anggota dewan secara
hukum memiliki hak imunitas yang diatur
dalam Pasal 224 UU No. 17/2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (MD3).

Akan tetapi, menurutnya, regulasi itu
tidak berlaku untuk kasus korupsi. Hak
istimewa tersebut merupakan kekebalan
anggota dewan dalam melakukan tugas
dan kewajiban tertentu.

“Kalau ada anggota DPR termasuk
ketua diduga melakukan tindak pidana
korupsi, sama sekali tidak berlaku hak
imunitas,” katanya di gedung parlemen,
Selasa (14/11).

Oleh karena itu, Ketua DPR Setya No-
vanto yang saat ini menyandang status
sebagai tersangka dalam kasus sangkaan
korupsi proyek kartu tanda penduduk
(KTP) berbasis elektronik,
tidak selayaknya menggu-
nakan alasan tersebut.

Dia menyoroti alasan ke-
tidakhadiran Setya Novanto
lainnya, yang menyebut pe-
manggilan anggota dewan
harus seizin presiden. Hal
itu, dinilainya tidak perlu
dalam kasus kriminal luar
biasa seperti korupsi.

Dalam kesempatan lain, Ketua MPR
RI Zulkifli Hasan mengatakan sejumlah
anggota dewan lainnya pernah dipanggil
lembaga antirasuah, Namun, dalam hal
itu tak perlu izin presiden. .

Oleh karena itu, terkait kasus ini dia
berharap semua pihak dapat mengikuti

» Izin ‘presiden tidak berla-
ku jika terkait tindak pidana
khusus termasuk korupsi.

» Banyak orang berusaha
untuk bebas dengan cara
bermacam-macam.

proses hukum yang ada. Proses hukum
itu pun menurutnya harus berjalan adil
untuk semua pihak.

“Beberapa anggota DPR diperiksa se-
bagai saksi oleh KPK tidak ada izin.
Pokoknya proses hukum saja,” katanya,

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto
mengutarakan izin presiden tidak ber-
laku jika terkait tindak pidana khusus
termasuk korupsi.

“Dalam UU MD3 memang ada hak
imunitas tapi tidak ter- (.

ak Kebal Kasus Korups

masuk kasus yang khusus. Apakah kasus
korupsi ini merupakan tindak pidana

Khusus, serahkan sepenuhnya kepada
KPK,” katanya.

TIDAK PATUH

Sementara itu, anggota Komi-
si Il DPR Masinton Pasaribu
menilai KPK sekarang sudah
menampilkan diri sebagai lem-
baga paling hebat dan paling
benar sehingga tidak mau diawasi.
Selain itu, KPK sudah tidak
percaya pada sistem yang di-
- bangun bersama atas nama
. pemberantasan korupsi.
i “KPK telah me-
% lakukan pembang-
= lfangan Konstitu-
si. KPK sedang
mengajarkan kita
untuk tidak patuh
sama konstitusi dan

hukum,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah mengungkapkan
bahwa tidak hadirnya Setya
Novanto dalam pemeriksaan
oleh pe-
nyidik

Isi di I

nunjukkan sosok Setya Novanto sebagai
orang sakti. .

Dia yakin Novanto akan punya kemam-
puan yang lebih hebat dalam menghadapi
KPK. “Novanto itu orang sakti. Novanto
kok dilawan,” jelasnya.

Hanya saja Fahri tidak menjelaskan
seperti apa kekuatan Novanto dalam
menghadapi kasus korupsi yang tergolong
sangat besar tersebut. i

Fahri mengatakan sudah saatnya KPK
dihilangkan karena memperkuat institusi
yang ada seperti lembaga kepolisian dan
jaksa jauh lebih penting. Apalagi mereka
bekerja dalam cakupan yang lebih luas
di-seluruh pelosok Tanah Air.

Dalam kesempatan lain, Wakil Pre-
siden Jusuf Kalla menanggapi -perihal
pengajuan uji materi terhadap UU KPK
yang dilakukan pihak Setya Novanto.

Wapres JK menilai hal tersebut sebagai
upaya pihak yang bersangkutan untuk
melepaskan diri dari jeratan hukum.

“Itu ya namanya usaha. Banyak orang
berusaha untuk bebas dengan cara ber-
macam-macam,” jelasnya.

Wapres tidak mempermasalahkan pe-
rihal tindakan tersebut mengingat setiap
orang memiliki hak untuk mengajukan
uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)
apabila merasa tidak setuju atau dirugikan
oleh UU yang ada.

“Ya selama ita hu-
kum membolehkan
ya kita tidak mela-
rangnya, Jadi semua
orang yang mempu-
nyai legal standing
boleh mengajukan.”

Kendati demikian,
dia mempertanyakan
pengajuan uji mate-
1i yang bersamaan
dengan momentum
ditetapkannya kembali
Ketua Umum Golkar
itu sebagai tersangka
oleh KPK. “Pertanya-
annya kenapa baru
diajukan? Itu pertanya-
annya kan.” reneAgus-

tine/Samdysara Saragin) Bl
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